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A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta  dibidang Penanaman Modal dan  Perizinan, sehingga dalam rangka  mewujudkan penyelenggaraan pelayanan  yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan,  maka perlu menetapkan standar pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. 

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Pengurusan Izin Usaha Penanaman Modal
	NO.
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
b. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Infestasi);
c. Perka. BKPM  Nomor  4 Tahun 2014 tentang SPIPISE;
d. Perka. BKPM  Nomor  15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

	2.
	Persyaratan Pelayanan
	· Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sbb:

1. Fotocopy Izin Prinsip / Izin Usaha yang telah dimiliki; 

2. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; 

3. NPWP perusahaan; 

4. Fotocopy legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari: 

a.  Fotocopy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa: 

b. Perjanjian pengikatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 

c. akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau 

d. sertifikat Hak Atas Tanah, dan 

e. IMB; 

Atau Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa fotocopy perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa: 

1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,
2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan Permohonan Baru .
5. LKPM tahun ter terakhir,
· Masing-masing dokumen persyaratan   1 (satu) kali.



	3.
	Sistem, mekanisme, dan prosedur
	PROSEDUR  PELAYANAN IZIN

LICENSE SERVICES PROCEDURE
                                                                                       




Dikirim kepemohon




                                          Tidak memenuhi syarat
                                                                                                                                               Memeuhi syarat



Keterangan bagan :

1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan membawa berkas permohonan  lengkap dengan persyaratannya.
2. Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada permohonan.

3. Pemeriksaan   berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya;  
4a. Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar,   maka permohon akan ditolak dengan diterbitkan  surat penolakan dan surat dikirim/disampaikan kepada pemohon. 
4b. Jika berkas/dokumen permohonan  lengkap dan benar,  maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai  ditetapkan Surat Keputusan pemberian  Izin Usaha Penanaman Modal oleh Kepala Dinas dan pemberitahuan kepada pemohon untuk  mengambil izin.  

5.  Pengisian kuesioner SKM dalam aplikasi oleh pemohon, selanjutnya petugas diloket Pengambilan & SKM menyerahkan  izin kepada pemohon.

	4.
	Jangka waktu penyelesaian
	Maksimal    3  (tiga) hari kerja.

	5.
	Biaya/tarif
	Tidak dikenakan retribusi.


	6.
	Produk pelayanan
	Izin Usaha Penanaman Modal (Sektoral) .


	7.
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
	· Sarana dan Prasarana:

a. ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.
b. Tempat  parkir

c. Touchscreen antrian

d. Mobil dan sepeda motor dinas

e. Almari dokumen

f. Rak arsip

g. Meja

h. Kursi

i. Pesawat telepon dan mesin faksimili
j.  Computer dan printer
k. Telepon/Faksimili

l. Alat tulis kantor
m. Kotak saran.
n. toilet umum

· Fasilitas Pendukung:

· Adanya Klinik Pelayanan Perizinan (KLIPPER)

· Sms Gateway 

· Adanya petugas penghubung

· Sub domain perizinan

· Jaringan internet/intranet 

· koran/bahan bacaan
· TV Kabel
· water dispenser
· akses bagi dissabilitas
· Area bebas asap rokok   

· tersedianya   genset
· Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)
· CCTV guna menjaga stabilitas keamanan
Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin

	8.
	Kompetensi Pelaksana
	a. Kepala Dinas 
b. Kepala Bidang Pelayanan 
c. Kepala Seksi Advice Planning dan pendaftaran. 
d. Kepala Seksi Verifikasi dan Penerbitan izin.
e. Verifikator Dokumen Perizinan

f. Petugas Routing Slip 
g. Petugas Penomoran 
h. Petugas Pengambilan Izin 
i. Petugas Penghubung

j. Pengadministrasi Pelayanan Perizinan

k. Costumer servise. 

	9.
	Pengawasan internal
	a. Dilakukan oleh atasan langsung

b. Dilakukan oleh tim audit internal



	10.
	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
	· Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan:
1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a) upik@jogjakota.go.id
b) Sms ke 08122780001

2. Ruang  pengaduan di Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan.

3. E-mail : pmperizinan@jogjakota.go.id
4. Telepon : (0274) 514448, 515865, 562682.

a) Sms : 081227625000

b) Fax : (0274) 555241  
5. Kotak saran/pengaduan.

6. Touch screen yang ada  di Dinas Perizinan.

7. Formulir survey IKM.

8. Sub domain perizinan (Website): pmperizinan.jogjakota.go.id

· Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

a) Cek administrasi;

b) Cek lapangan;

c) Koordinasi internal /eksternal;
d) Koordinasi instansi terkait

· Responsif pengaduan  3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

· Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

	11.
	Jumlah pelaksana
	Jumlah personil yang menangani Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

sebanyak 11 (sebelas) orang.
Keterangan: 
· setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan  untuk jenis izin yang lainnya. 

	12.
	Jaminan pelayanan
	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.

b. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.

c. Apabila izin jadi, pemohon akan dihubungi langsung lewat  telepon.



	13.
	Jaminan keamanan produk
	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)  dicetak  dengan menggunakan kertas khusus dan dibubuhi tanda tangan asli serta  dicap basah;

	14.
	Evaluasi kinerja Pelaksana
	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:

a. Setiap pemohon  yang mengambil izin, diwajibkan mengisi kuesioner dalam Aplikasi SKM  yang telah disediakan.

b. Print data laporan hasil SKM

c. Analisa data dan evaluasi rutin tiap bulan.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung  terkait kinerja dan kedisiplinan.

	15.
	Masa Berlaku Izin
	Berlaku Selamanya, selama masih menjalankan usaha.


	16.
	Waktu Pelayanan
	· Senin – Kamis : 08.00 – 14.30 WIB
· Jumat                : 08.00 – 11.00 WIB
13.00 – 14.00 WIB



Ditetapkan di  Yogyakarta

              pada Tanggal  31 Maret  2017.

Ka. Dinas penanaman Modal dan Perizinan

Kota Yogyakarta
TTD
     Drs. HERI KARYAWAN,
NIP. 19591114 198903 1004
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	S E G O R O    A M A R T O

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA

KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN


1. Pemohon


Start





2. Pendaftaran


Registration








3. Pemeriksaan Berkas


Forms Checking


 








4a. Surat Penolakan


Letter of Rejection











4b. Proses Izin


 dan 


Penetapan SK


Licenses Decision Letter Process and Determination











5. Selesai


Finish








